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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Dhany Sukma
NIP : 197403091993111001
Jabatan : Walikota
Unit Kerja t Kota Administras] Jakarta Pusat
Sumber Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja Tahunan | Keterangan
Data T T T v
Sasaran Strategis
1 |Terwujudnya Kota Administrasi]| 1 |Indeks Kepuasan Layanan Kota | e-SAKIP |DASAR HUKUM : N/A 86.75 NIA 86.75 | 86.75 Niai
Jakarta Pusat Sebagai Kota Administrasi Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
yang Maju dan Inklusif Dalam
Memberikan Layanan Publik DEFINISI :
dan Pemerataan Hasil Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyerakat terhadap layanan kegiatan
Pembangunan yang Optimal kemasyarakatzn di kecamatan dan kelurahan) dan hasfl indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.
METODE PENGUKURAN :
Farmulasi-Pengukuran:Hasl diperoleh dengan-carafata-rata.dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan.di
kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur kota administrasi
SUMBER DATA :
Hasil Perhitungan Mandisi (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Keordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei
2 |Indeks Kepuasan Layanan Kota | e-SAKIP [DASAR HUKUM : NIA 86.75 NIA 86.75 86.75 Nilai
Administrasi Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyefenggara Pelayanan Publik
DEFINIS! :
Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan
kemasyarakalan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.
METODE PENGUKURAN :
Formultasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rate-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat tethadap layanan kegiatan kemasyarakatan di
kecamatan dan kelurehan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur kecamatan
administrasi
SUMBER DATA ;
Hasil Perhitungan Mandiri {rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efekdifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei
2 |Meningkatnya Kinerja Melalui 1 |Indeks Kepuasan Masyarakat a-SAKIP |DASAR HUKUM : N/A 88.5 N/A 88,5 88.5 Nilai
Koordinasi Penyelenggaraan Terhadap Layanan Kegiatan Peraturan Menteri PANSRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kecamatan
Pelayanan di Wilayah Kota dan Kelurahan DEFINISI :




Administrasi Jakarta Pusat
yang Optimal

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakal yang dilzkukan untuk menilai fingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri PAN&RE No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

DEFINIS! :

Indeks kepuasan masyarakat torhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan
kepada masyarakat yang ditakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadep kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK,
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik
{Jumantik}, Pelaksanaan Pos Pefayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap
pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

METODE PENGUKURAN :
Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Namor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilalan kepuasan
terhadap layanan dalam rentang angka skata 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebaga berikut: a. Nilai Persepsi 1,
dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 - 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 ~ 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan ailai interval IKM sebesar 2,60 —
3,06, atau nilai interval konversi 65.00 - 76,60; ¢, Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 — 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 -
88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 — 4,00, atau nilai interval korwersi 88,31 — 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari
hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval kenverst (25 x Milai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan

masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan
menjadi capaian Walikota,

dengan respenden survel adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Aparatur

Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD

Peningkatan Profesionalitas

SUMBER DATA :
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat mefalui Jaksurve
Indeks Efekfifitas Koordinasi e-SAKIP  |Dasar Hukum : N/A 85 N/A 85 85 Nilai
Kota administrasi Peraturan Menteri PAN&RE Mo, 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Surve Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Definisi Operasional :
Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrast terhadap UKPD di wilayahnya, yang
mencakup koardinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, sefa administrasi dan kesejahteraan rakyat.
Metode Pengukuran :
Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan mefalui rata-rata hasil pelaksanaan survei
kepuasan terhadap pelaksanaan kocrdinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekanomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan
rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrast.
Sumber Data :
Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta
Administrasi dan Kessjahteraan Rakyat melalui Jaksurvei
Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesatan e-Monev |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan N/A 100 100 100 100 Persen
Prefesionalites, dan Iklim Kerja rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Profesionalitas SDM Pemprov DK| Jakarta




Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jekarta

4 |Berkurangnya Ketimpangan Persentase penyelesaian e-Monev |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan| N/A 100 100 100 100 Persen
Serta Terjaminnya rencana aksi KSD KsD
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanggulangan Kemiskinan
dan Perlindungan Sosial Sub KSD Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
§ |Meningkatnya Kesempatan Persentase penyelesaian e-Mongv  |Reafisasi penyefesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akseferasi Pertumbtuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan N/A N/A {00 100 100 Persen
Kerja dan Adaptibiltas Tenaga rencana aksi KSD Akselerasi KSD  |UMKM
Kerfa Pertumbuhan Ekenomi Pasca
Pandemi Sub KSD
Pengembangan UMKM
6 |Meningkatnya Kualias, Persentase penyelesaian e-Monev  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kuglitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD 100 100 100 100 100 Persen
Aksesibilitas, dan Kemudahan rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Penataan kawasan yang dikooidinasikan oleh Walikela/Bupati
Layanan Masyarakat kualitas infrastrukiur dan
layanan dasar perkotaan Sub
K3D Penataan kawasan yang
dikvordinasikan aleh
Walikota/Bupati
7 |Terbangunnya Infrastruktur Persentase penyelesaian e-Monev  |Realisasi penyelesaian dibandingkan tanget penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruklur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD N/A 100 N/A 100 100 Persen
dan Layanan Dasar Perkotaan rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Yang Berkualitas kualitas infrastruktur dan
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Perumahan
dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
8 |Tercepainya Perbatkan Persentase penyelesaian e-Monev |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP)
Kinerja Pemedintzh Tata Kefola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
{AKIP)
9 |Tercapainya Perbakan Pola Persentase penyelesaian e-Monev |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaien rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD N/A 100 N/A N/A 100 Persen
Aktivitas dan Mcbilitas Melalui rencana aksi KSD Peningkatan KSD  (Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya

Pengembangan Kota
Berarigntasi Transit

kualitas infrastruktur dan
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Jalan dan
Infrastuktur Pelengkapnya

Sasaran Khusus




10 [Terwujudnya penyelenggaraan Opini laporan Keuangan e-Kinerja | Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan Rl mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov NA | (BYWTP | NA NIA | (BYWTP | Predikat
pemerintahan yang taklis dan DK Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan
adaptif pengungkapan {kenversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0{25%))
11 |Meningkatnya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E- e-Kinerja |Formula Pengukuran : 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen
Purchasing dalam Pengadaan Order Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan {dikecualian untuk galon,
Barang dan Jasa kapi, teh, gu'a, dst.)
Sumber Data :
Sistern Informasi Pemerintah Daereh (SIPD)
12 [Terimplementasinya rencana Persentase implementasi e-Kinerja [a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen
strategis komunikasi publik rencana strategi komunikasi b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
untuk program-program umum publik program unggulan atau c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <5 jam.
dan unggulan Perangkat program umum Serta respon d) Persentase terpublikasikannya mater! komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.
Daerah perangkat daerah pada saat
krisis komunikasi program. Penghitungan:
a) Babot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.
¢) Bobot 30%: PD menyusim materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan kemunikesi pada saat krisis {drafi press release dan data pendukung) dalam
kurun waktu <@ jam.
d} Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwwlan) melalui media intenal atau media massa
atarmedizsosialatamaktivasiiuarruang pertriwulan
13 [Terwujuchnya tata kelola Predikat SAKIP Perangkat e-Kineja |Niai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah cleh Inspektorat (nilai; 82) NIA NfA N/A A A Predikat
pemertintahan yang transparan Daerah Tahun 2023 82) (82)
dan akuntabel Provinsi DKI
Jakarta
14 IMeningkatnya Pengefclaan Persentase Arsip Aktif dalam e-Kineja |Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Dafter Berkas dan Daftar |si Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). NIA 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase

Arsip pada Perangkat Daerah

Daftar Arsip Aktif

Pengotahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon Il.

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon [1l/Setara,

Unit Pengolah adalah satuan kezja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspekiur Pembantw/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seturuh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Unit Kearsigan (UK) Tingkat (| sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Saluan Polist Pamong Praja, Welikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengelofaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumtah Unit Pengolah (UP} yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK Il di bagi jumlah unit Pengelola {(UP) pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD {UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan utusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta.

- Laporan untuk fingkat Bira-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Unum selaku UK melaporkan ke Asisten
Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK Jakarta.




- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Waktu Penilaian:

TWIl :NA

TWII ; Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.
TWIIl : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Jufi 5.d Desember.
TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.

15 | Terwujudkannya tata kelola Persentase progress e-Kinerja |Definisi: 100% [ 100% | 100% | 100% | 1400% | Persentase
SDI yang baik melalui pengumpulan data sesuai dafiar Hasil pengumputlan data sesual daftar data dan jadwal rifis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
pemenuhan daftar data daerah data dan batas waktu Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan fadwal yang ditentukan.
pengumpulan yang ditetapkan Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Dagrah
dengan Keputusan Gubemur
Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta Tahun 2023
Formula Pengukuran :
[(Jumiah data terkumpu! ke walidata) / (Jumiah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%
Batas waktu pengumptlan adalah targgal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
Sumber Data : Dafiar Data Daerah (Portal Data)
16 |Meningkatnya kualitas layanan Survei Kepeasan Layanan eKinefja |Dasar Hukum: 92 N/A 92 N/A 92 Nilai
kepada masyarakat |Masyarakat 1 Paratoram Menter PANSRB Mo 14 Tahom 2017 Tentang Pedaman Penyusunan-Survei-Kepuasan Masyarakat Unit PanyelenggaraPelayanan-Publik
2. Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah
Definisi:
Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang diakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubemur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah
masing-masing
Formulasi Pengukuran:
Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei
17 |Terkelolanya Keuangan Daerah Persentase Inventarisasi BMD e-Kineja |Definisi: N/A 10% 55% 100% 100% | Presentase

yang Sehat, Transparan, dan
Akuntabel

berupa Gedung dan Bangunan
pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna
Barang Tahun 2023 di masing-
masing PD/UKPD

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.

Kapala Perangkat Daerah melzporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing
kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.

BMD yang selesai diinventarisasi adalah :

1. BMD tidak ada berupa non fisik.

2. BMD tidak ada berupa fisik.

3. BMD ada, bagian dari aset induk.

4. BMD ada, sudzh melengkapt data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.

Penghitungan:

1. Persiapan 10%
a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi
b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi

2. Pelaksanaan 75%
a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi

3. Pelaporan 15%

a. Bobot 5%: PDYUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI}




b. Bobot 5%: PDIUKPD membuat Berita Acara Hasi! Inventarisasi (BAHI}
¢. Bobot 5%: PD{UKPD membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mullak (SPTJM)

18

Terselenggaranya pendataan
dan inventarisasi tanah bidang
pemnbangunan ¢ dalam sistem
informasi Jakarta Satu

Persentase penyelesaian
penginputan data konsolidasi

hasil kewajiban fases fasum dari

pemegang SIPPT/IPPT/IPPR
yang terintegrasi dengan
JAKARTA SATU

e-Kinerja

Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesat diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%
Target

Kepulauan Seribu : 1 BAST

Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST

Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST

Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST

Kota Administrasi Jakarta Tirur : 42 BAST

Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST

Dasar Hukum :
Pergub Nomor 12 Tahun 2020
Kepgub Nomor 915 Tahun 2020

N/A

5%

30%

100%

100%

Persentase

19

Peningkatan penggunaan
produk dalam negeri

Persentase realisasi belanja
barangfjasa bersertifikat TKDN,
produk dalem negeri, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari has! produksi
dalam negeri

e-Kineija

Definisi

1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa lenmasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)

2. Serfifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjefaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan
gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran-:

N/A

NiA

N/A

80%

80%

Presentase

Jumlah reafisasi belanja barangfjasa dan befanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau preduk dalam negesi, diutamakan produk dari usaha
mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi befanja (SPJ) barangfjasa dan belanja modal (kecuali tanah),

Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2, Sistem Infermasi Pemerintah Daerah (SIPD} DKI Jakarta - BPKD

Dasar Hukum :

1, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negen dan Preduk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah

13

Terimplementasinya
Pengembangan Kompetensi
ASN Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

Persentase Implementasi
Pengembangan Kempelensi
ASN Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

e-Kinerja

DASAR HUKUM :
1, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bag sefiap
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 {dua pufuh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

DEFINISI :

Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat
BPSDM.Jakarta.go.id

Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD
Pemerintah Provinsi DKL Jakarta.

Formula Pengukuran :
[{Jumlah data yang terkumpts] ke walidata Simdiklat) / (Jumiah data yang wajib terkumpul sesuai batas waklu pengumputan pada Minggu pertama
tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : Simdlklat BPSDM

NIA

N/A

N/A

100%

100%

Persentase
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Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesatan
tahapan manajemen
pengetahuan

eKinerja

DASAR HUKUM :
1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pergetahuan.

DEFINISI :
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DK Jakarta melalui hitps://km-
bpsdm.jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :
Realisasi Taret berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpu! sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4),

SUMBER DATA:
https:/fkm-bpsdm jakarta.go.id

N/A

NiA

50%

50%

100%

Persentase
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Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1. Peraturan Guberur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Ristko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Strukfur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsl DK| Jakarta

Definisi Qperasional:

Penerapan Manajeman Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Mansjemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses
Manajermen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1. Strukiur Manajemen Risiko fingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risike (UPR)
yangterdiri dari:

NIA

40%

80%

100%

100%

Persentase

a) Pemilik Risiko;

b) Koordinator Risiko; dan

c) Manajer Risiko.
2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Kocrdinator) yang
ditetapkean dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Dagrah
3. Prases Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat delam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
dilakukan metalui 5 (lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasf;

b) Penetapan konteks;

c) Penilaian Risiko {Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

€) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan
Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumtah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / {Seluruh dokumen yang waijib terkumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada Triwulan

4] x 100%

Qutput Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokurnen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Formulir Penetapan konleks Manajemen Risiko;

4, Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersgjinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :




Triwulan Il ;
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Dagrah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR});
2, Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal
Triwulan Il :
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan IV ;
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat
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Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

eKinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dagrah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DK| Jakarta wajib menyediakan infermasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya
digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasf Kinerja Keuangan Daerah.”

Definisi Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

1. Kinetja Anggaran adalah capaian Kinefja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran,

2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan infermasi Kinerja
mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang divkur dalam 1 (satu} Tahun
Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihifung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur vatiabel sebagai berikut :

N/A

NIA

N/A

1%

1%

Persen

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatarysubkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indlikator Keluaran (Output) Kegiatan.
Sumber Data ; e- SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3. Efisiensi ketuaran kegiatan/subkegiatan;
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Ketuaran (Qutput) Program atau capaian
Kelvaran {Qutpuf) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian
Ketuaran (Quiput) Kegiatan,
Sumber Data :

a. data capaian Keluaran {Cutput) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b, pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobol masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=9,7%

BK =18,2%

Bekk =43,5%

BE =28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran fethadap perencanaan




Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi
Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Heru Budi Hartono

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

< 60 = Rendah
> 60 s.d 70 = cukup
>70 s.d 90 = Baik
> 90 s.d 100 = Sangat Baik
Sasaran Operasional
23 |Terselesaikannya Tindak 1 |Persentase capaian e-Kinerja |Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubermur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen
Lanjut Arahan Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut dikali 100%
Arahan Gubernur
24 |Meningkatnya penyelesaian 1 |Persentase capaian CRM  [Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen
pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan
masyarakat
25 |Terselesaikannya tindak lanjut 1 |Persentase progress e-Kinerja  [(80% dan jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah 25% 25% 25% 25% 100% Persen
rekomendasi temuan hasil penyelesaian tindak lanjut koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)
pemeriksaan eksternal (BPK) rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK)
Jakarta, 2023




